Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang pada Pertambangan Pasir Besi di Kabupaten Cilacap (Studi Kasus pada PT Bhineka Bumi dan PT Mitra Handal Abadi) by Wardani, K. R. (Kalistaputri) et al.
Privat Law Vol. III No 2 Juli-Desember 201516 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor...
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2010 
TENTANG REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PADA PERTAMBANGAN 
PASIR BESI DI KABUPATEN CILACAP
(Studi Kasus pada PT Bhineka Bumi dan PT Mitra Handal Abadi)
Kalistaputri Rizki Wardani
(kalista.putri8@gmail.com)
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Tuhana, Najib Imanullah
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Abstract
This journal was aimed to analyzed about the implementation of Government Regulation Number 78 of 
2010 on Reclamation and Postmining in ironsand mining in Cilacap Regency. The ironsand mining that 
held in Cilacap Regency has positive and negative impact. The issue about environment damages is 
one of the negative impact from mining activity. The effort to prevent environment damage is by required 
the irondsand enterpreuner to fulfill the requlation in Government Requlation Number 78 of 2010 on 
Reclamation and Postmining. The availability of that Government Regulation is not implemented yet 
by the enterpreuner of ironsand in Cilacap Regency.One of the company that have been done the 
reclamation and postmining yet like the contents in Environment Management and Environment Monitoring 
Document is PT Bhineka Bumi whooperate in Welahan Wetan Village, District of Adipala, cilacap. PT 
Mitra Handal Abadi who operate in the same mining area, are one of the example of the company that 
haven’t do reclamation and postmining yet. In the implementation of reclamation and postmining face 
various problems. But, the government still make serious effort to accomplish the problems in order to 
not becoming bigger problems in the future to the environment.
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Abstrak
Penulisan ini bertujuan untuk melakukan kajian lebih terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang pada pertambangan pasir besi di Kabupaten 
Cilacap. Pertambangan pasir besi yang terdapat di Kabupaten Cilacap memiliki dampak positif dan 
dampak negatif.Isu kerusakan lingkungan merupakan salah satu dampak negatif adanya pertambangan.
Sebagai upaya untuk mencegah adanya kerusakan lingkungan, pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan 
yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
Adanya peraturan tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pelaku usaha pertambangan yang ada 
di Kabupaten Cilacap.Salah satu pelaku usaha yang telah melaksanakan reklamasi dan pascatambang 
sesuai dengan yang tercantum di dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan 
Lingkungan adalah PT Bhineka Bumi yang beroperasi di Desa Welahan Wetan, Kecamatan Adipala, 
Cilacap. PT Mitra Handal Abadi yang beroperasi di wilayah yang sama, adalah pelaku usaha yang masih 
belum melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 
Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang 
menemui berbagai permasalahan.Pemerintah tetap berupaya untuk menyelesaikan permasalahan 
tersebut agar tidak timbul kerugian yang semakin besar bagi lingkungan.
Kata Kunci:Pertambangan Pasir Besi, Reklamasi dan Pascatambang
A. Pendahuluan
Indonesia merupakan negara yang kaya akan 
sumber daya alam. Permukaan tanah yang subur 
dan didalamnya juga terkandung berbagai bahan 
galian tambang berupa mineral- mineral, bijih- 
bijih, berbagai unsur kimia dan berbagai macam 
batu batuan termasuk batu mulia yang dapat 
diolah untuk kesejahteraan rakyat (Simamora, 
2000: 77).
Menurut ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan 
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kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 
sebesar- sebesarnya kemakmuran rakyat. 
Berdasarkan isi pasal tersebut berimplikasi pada 
negara menguasai bumi, air, dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya dan bumi, 
air, dan kekayaan alam yang terkandung 
di dalamnya (bahan galian) untuk sebesar- 
besarnya kemakmuran rakyat (Saleng, 2004: 
31-32). Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 
33 ayat (3) tersebut, pemerintah mengeluarkan 
Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang 
Pertambangan, yaitu dalam pengusahaan bahan 
tambang, pemerintah dapat melaksanakan sendiri 
atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan 
untuk melaksanakan pekerjaan- pekerjaan 
yang tidak atau belum dapat dilaksanakan 
sendiri oleh instansi pemerintah (Salim, 2008: 
1). Dalam perkembangannya, karena dirasa 
sudah tidak sesuai dengan perkembangan 
masyarakat Undang- Undang tersebut digantikan 
dengan Undang- Undang yang baru, yaitu 
Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara.
Adanya  i z i n  usaha  pe r tambangan 
memperbolehkan badan- badan usaha baik 
swasta maupun nasional untuk melakukan 
pengelolaan dan pengusahaan bahan galian.Izin 
usaha pertambangan terdiri atas 2 (dua) tahap, 
yaitu izin usaha pertambangan eksplorasi dan izin 
usaha pertambangan produksi. Didalam izin usaha 
pertambangan eksplorasi, meliputi kegiatan- 
kegiatan yaitu penyelidikan umum, eksplorasi dan 
studi kelayakan.
Salah satu bahan galian tambang yang 
dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan 
baku dasar dalam industri besi baja yaitu pasir 
besi. Sudah sejak lama pasir besi ditambang 
untuk diambil manfaatnya.Penambangan pasir 
besi tersebut banyak dilakukan di wilayah pesisir 
selatan pulau Jawa.Salah satu daerah yang 
menjadi wilayah pertambangan pasir besi adalah 
Kabupaten Cilacap yang sudah dieksplorasi 
sejak tahun 1969. Keberadaan penambangan 
pasir besi yang dalam hal ini dilakukan oleh pihak 
swasta menimbulkan berbagai perdebatan. Hal 
ini karena proses penambangan yang dilakukan 
dianggap menimbulkan berbagai permasalahan. 
Imbas nyata yang saat ini bisa dilihat adalah 
rusaknya wilayah pesisir pantai. Kerusakan 
terjadi karena setelah ditambang, banyak yang 
kemudian tidak direklamasi. Akibatnya, banyak 
pesisir yang kondisinya mengenaskan, muncul 
lubang di mana-mana. Penambangan pasir besi 
yang membentang dari pantai Bunton hingga 
Welahan Wetan, Kecamatan Adipala, telah 
merusak kawasan pantai. Padahal, hutan tersebut 
dibangun sebagai pelindung dari bahaya tsunami, 
angin, dan bencana lainnya. Sejumlah tanaman 
seperti jenis nyamplung, pinus, ketapang, dan 
kelapa rusak, banyak yang roboh karena tanah 
di sekelilingnya dikeruk (http://regional.kompas.
com/read/2011/05/27/04044733/Tambang.Pasir.
Besi.Picu.Abrasi, diakses pada 18 November 
2014 pada 18.15).
Akibat lain dari kegiatan penambangan 
pasir besi adalah lahan yang berada di sekitar 
pemukiman warga yang menjadi kubangan-
kubangan dan menjadikan sumber penyakit 
karena air dalam kubangan tidak mengalir dan 
ditumbuhi rumput liar karena ditinggal begitu saja 
oleh penambang, selain itu jalan yang digunakan 
untuk mengangkut mineral pasir besi menjadi 
rusak dan menimbulkan kemacetan yang dapat 
menghambat kegiatan ekonomi masyarakat 
disebabkan muatan yang berlebihan sehingga 
truk-truk pengangkut mineral pasir besi tidak 
bisa berjalan cepat, tidak hanya jalan yang rusak 
apabila musim kemarau debu jalan akan mengotori 
rumah warga dan berbahaya bagi masyarakat bila 
terhirup pernafasan. Pada musim penghujan jalan 
menjadi becek dan menggenangnya air dijalan 
karena lapisan aspal dijalan sudah tidak ada lagi 
(Khakim, Jurnal Pandecta, No. 1, Januari 2014: 
114).
Reklamasi dan pascatambang merupakan 
kegiatan yang penting sebelum usaha kegiatan 
pertambangan berakhir. Peraturan perundang-
undangan yang mengatur kegiatan reklamasi 
dan pascatambang adalah Undang- Undang 
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan 
Pascatambang, sedangkan di Kabupaten Cilacap 
diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap 
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 
Pertambangan Mineral dan Batubara dan 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Informasi 
Pertambangan di Kabupaten Cilacap. Banyaknya 
perusahaan tambang pasir  besi khususnya di 
Kabupaten Cilacap yang tidak melakukan kegiatan 
reklamasi dan pascatambang menjadi tantangan 
tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap 
(Khakim, Jurnal Pandecta, No. 1, Januari 2014: 
114).
Sebelumnya, sudah terdapat penelitian 
terdahulu yang dilakukan oleh Andi Alaudin dan 
dimuat dalam Jurnal Beraja Niti Vol. 2 No. 4 
(2013) yang membahas mengenai reklamasi dan 
pascatambang. Penelitian tersebut dilakukan 
terhadap tenggat waktu pelaksanaan reklamasi 
dan pascatambang ditinjau dari Peraturan 
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Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang 
Reklamasi dan Pascatambang. Penelitian tersebut 
dilaksanakan terhadap pelaksanaan reklamasi 
oleh PT Cahaya Energi Mandiri di Samarinda
Tujuan art ikel  in i  untuk mengetahui 
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 
Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang 
pada pertambangan pasir besi di Kabupaten 
Cilacap. Selain itu juga untuk mengetahui 
permasalahan- permasalahan yang terjadi dalam 
pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada 
pertambangan pasir besi di Kabupaten Cilacap 
dan penyelesaiannya.
B. Metode Penelitian
Untuk mencapai tujuan penelitian, terlebih 
dahulu dilakukan penelitian empiris yang bersifat 
deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan 
adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan 
di Dinas Bina Marga Sumber Daya Alam dan 
Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap 
dan pelaku usaha pertambangan pasir besi di 
Kabupaten Cilacap, yaitu PT Bhineka Bumi dan 
PT Mitra Handal Abadi. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 
wawancara dan observasi. Data yang diperoleh 
dianalisis dengan teknik kualitatif.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan 
Pascatambang pada Pertambangan Pasir 
Besi di Kabupaten Cilacap
Kabupaten Cilacap adalah kabupaten 
terluas di Jawa Tengah. Lokasinya berada di 
sebelah selatan Jawa Tengah dan berbatasan 
langsung dengan wilayah Jawa Barat di 
sebelah barat, Samudera Hindia di sebelah 
selatan dengan Kabupaten Kebumen di 
sebelah Timur, dan dengan Kabupaten 
Brebes dan Banyumas di sebelah utara.
Sejarah pertambangan pasir besi di 
Kabupaten Cilacap dimulai sejak masa 
pemerintahan orde baru. Pada tanggal 17 
Februari 1969 ditandatangani kontrak antara 
PT Aneka Tambang dan Nippon Kokan 
Kabushiki yang mengatur penjualan pasir 
besi 300.000 Ton/ Tahun dalam jangka waktu 
10 (sepuluh) tahun. Penambangan dilakukan 
di 2 (dua) daerah, yaitu Kabupaten Cilacap, 
Jawa Tengah dan Pelabuhan Ratu, Jawa 
Barat melalui proses pertambangan terbuka 
dengan menggunakan teknik semprotan air. 
Pada tahun 1981, produksi konsentrat pasir 
besi yang berasal dari kedua daerah tersebut, 
yaitu Cilacap dan Pelabuhan Ratu mencapai 
82.626 Ton, masing- masing 47.188 Ton 
dari Cilacap dan 39.438 Ton dari Pelabuhan 
Ratu. Hal tersebut berarti terjadi kenaikan 
masing- masing 72,75% dan 10,78% (Zen, 
1984: 127- 129).
Saat ini di Kabupaten Cilacap, terdapat 
23 (dua puluh tiga) pemegang Izin Usaha 
Pertambangan, baik merupakan perorangan 
maupun berstatus sebagai badan hukum 
Commanditaire Venotschap (CV) atau 
Perseroan Terbatas (PT) yang berstatus 
clear and clean (CNC). Dari keseluruhan 
pemegang Izin Usaha Pertambangan 
tersebut, masih ada yang berstatus aktif 
dan dinyatakan telah habis masa berlaku, 2 
(dua) diantaranya adalah PT Mitra Handal 
abadi dan PT Bhineka Bumi yang memiliki 
Izin Usaha Pertambangan yang sifatnya aktif 
dan berstatus Clear and Clean (CNC). Kedua 
perusahaan tersebut memiliki lokasi Wilayah 
Izin Usaha Pertambangan di Desa Welahan 
Wetan, Kecamatan Adipala, Cilacap. PT Mitra 
Handal Abadi dan PT Bhineka Bumi sudah 
memiliki Izin Usaha Pertambangan, yang 
masing- masing ditetapkan melalui Keputusan 
Bupati Cilacap Nomor 545/1423/25/2009 
tentang Persetujuan Peningkatan Kuasa 
Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha 
Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT 
Mitra Handal Abadi dan Keputusan Bupati 
Cilacap Nomor 545/537/25/2010 tentang 
Perubahan Kuasa Pertambangan Eksploitasi 
Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi 
Produksi Kepada PT Bhineka Bumi.
Didalam Izin Usaha Pertambangan 
Operasi Pertambangan yang dimiliki oleh 
kedua perusahaan pertambangan tersebut, 
terdapat hak dan kewajiban yang harus 
dipenuhi. Kewajiban- kewajiban yang harus 
dipenuhi antara lain adalah menyampaikan 
rencana reklamasi, menyampaikan rencana 
pascatambang, menyampaikan jaminan 
penutupan tambang (sesuai umur tambang), 
dan menerapkan kaidah pertambangan yang 
baik (Good Mining Practice).
Berdasarkan ketentuan Pasal  2 
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 
2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, 
Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK 
Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi 
dan pascatambang. Reklamasi dilakukan 
terhadap lahan terganggu pada kegiatan 
eksplorasi.Reklamasi dan pascatambang 
dilakukan terhadap lahan terganggu pada 
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kegiatan pertambangan dengan sistem 
dan metode, penambangan terbuka dan 
penambangan bawah tanah (http://www.
hukumpertambangan.com/ kewajiban-
pemegang-izin-usaha-pertambangan-iup-
dan-iup-khusus-iupk/, diakses pada tanggal 
25 November 2014 pukul 23.04 WIB).
Rencana reklamasi dan pascatambang 
harus sesuai dengan prinsip sebagaimana 
yang tercantum dalam pasal 3 Peraturan 
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang 
Reklamasi dan Pascatambang, yaitu 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup pertambangan, keselamatan dan 
kesehatan kerja, dan konservasi mineral 
dan batubara. Selain itu harus sesuai 
dengan sistem dan metode penambangan 
berdasarkan studi kelayakan, kondisi spesifik 
wilayah izin usaha pertambangan, dan 
ketentuan peraturan perundang- undangan.
Rencana reklamasi paling sedikit harus 
memuat:
a. Tata guna lahan sebelum dan sesudah 
ditambang;
b. Rencana pembukaan lahan;
c. Program reklamasi terhadap laham 
terganggu yang meliputi laham bekas 
tambang dan lahan di luar bekas 
tambang yang bersifat sementara dan/
atau permanen;
d. Kriteria keberhasilan meliputi standar 
keberhasilan penataan lahan, revegetasi, 
pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir; 
dan
e. Rencana biaya reklamasi terdiri atas 
biaya langsung dan biaya tidak langsung.
Lahan di luar bekas tambang sebagai-
mana dimaksud pada huruf c, di antaranya 
adalah tempat penimbunan tanah penutup, 
tempat penimbunan sementara dan tempat 
penimbunan bahan tambang, jalan, pabrik 
atau instalasi pengolahan dan pemurnian, 
bangunan atau instalasi sarana penunjang, 
kantor dan perumahan, pelabuhan khusus, 
dan/atau lahan penimbunan dan/atau 
pengendapan tailing.
Rencana pascatambang harus memuat:
a. Profil wilayah, meliputi lokasi dan 
aksesabilitas wilayah, kepemilikan dan 
peruntukan lahan, rona lingkungan 
awal, dan kegiatan usaha lain di sekitar 
tambang;
b. Deskripsi kegiatan pertambangan, 
meliputi keadaan cadangan awal, sistem 
dan metode penambangan, pengolahan 
dan pemurnian, serta fasilitas penunjang;
c. R o n a  l i n g k u n g a n  a k h i r  l a h a n 
pascatambang, meliputi  keadaan 
cadangan tersisa, peruntukan lahan, 
morfologi, air permukaan dan air tanah, 
serta biologi akuatik dan terestial;
d. Program pascatambang, meliputi:
1) Reklamasi pada lahan bekas 
tambang dan lahan di luar bekas 
tambang;
2) Pemeliharaan hasil reklamasi;
3) Pengembangan dan pemberdayaan 
masyarakat; dan
4) Pemantauan.
e. Organisasi termasuk jadwal pelaksanaan 
pascatambang;
f. Kriteria keberhasilan pascatambang; dan
g. Rencana biaya pascatambang meliputi 
biaya langsung dan tidak langsung.
Proses reklamasi dan pascatambang 
dianggap hal yang sangat penting dalam 
mengembalikan fungsi lingkungan yang 
telah berubah atau rusak sebagai akibat dari 
kegiatan pertambangan. Hal ini sejalan dengan 
ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana 
ketentuan Pasal 1 Angka 2 menyebutkan, 
“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup adalah upaya sistematis dan terpadu 
yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 
yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, 
dan penegakan hukum”, sehingga dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 
2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang 
membatasi waktu pelaksanaan reklamasi 
yang wajib dilaksanakan dalam waktu 30 
(tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada 
lagi kegitan usaha pertambangan pada lahan 
terganggu.
Dalam melaksanakan rek lamasi 
dan pascatambang, pelaku usaha wajib 
memperhatikan prinsip Good Mining 
Practice.Good Mining Practice (GMP) adalah 
membangun peradaban suatu kegiatan 
usaha pertambangan yang memenuhi 
ketentuan- ketentuan kriteria, kaidah- 
kaidah, dan norma- norma yang tepat 
sehingga pemanfaatan sumber daya mineral 
memberikan hasil optimal dan dampak 
buruk yang minimal (Suyartono, 2003: 3). 
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Lebih lanjut, GMP meliputi aspek perizinan, 
teknis penambangan, keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3), konservasi sumberdaya 
mineral dan batubara, keselamatan operasi 
pertambangan, pengelolaan lingkungan 
hidup, reklamasi dan pascatambang, dan 
penguasaan, pengembanan dan penerapan 
teknologi pertambangan (Rapat Kerja 
Evaluasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan 
Hidupdan Perhitungan Kontribusi Penurunan 
Beban PencemaranLingkungan Sektor 
Pertambangan, 2013).
Tanggung jawab perusahaan tambang 
terhadap lahan bekas tambang harus 
terencana sejak dibuatnya ketetapan Izin 
Usaha Pertambangan (IUP) yang dibuat oleh 
perusahaan tambang. Perencanaan tersebut 
dimaksudkan agar perusahaan tambang 
dapat bertanggung jawab penuh terhadap 
lahan bekas tambang yang sudah tercemar 
dari hasil eksplorasi, baik pencemaran melalui 
air, tanah maupun udara yang berakibat dari 
aktivitas pertambangan. 
D i a n t a r a  k e d u a  p e r u s a h a a n 
pertambangan yang melakukan eksplorasi 
di wilayah Kabupaten Cilacap, yaitu PT Mitra 
Handal Abadi dan PT Bhineka Bumi terdapat 
beberapa hal yang dapat diperbandingkan 
terkait dengan pelaksanaan reklamasai 
dan pascatambang yang telah diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 
tentang Reklamasi dan Pascatambang. 
PT Bhineka Bumi merupakan perusahaan 
pertambangan yang bergerak di bidang 
pertambangan pasir besi, dengan lokasi 
pertambangan berada di Desa Welahan 
Wetan, Kecamatan Adipala, Kabupaten 
Cilacap, Jawa Tengah seluas 100 (seratus) 
hektar.Produksi pasir besi yang dihasilkan 
oleh PT Bhineka Bumi hingga tahun 2014 
sudah mencapai 201.714,53 ton.
 Tabel Produksi Pasir Besi 
PT Bhineka Bumi
Tahun Produksi (Ton)
2010 19.961,88
2011 11.001,65
2012 70.167,00
2013 74.773,00
2014 25. 811,00
Sumber: Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan 
Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap 2015
PT Bhineka Bumi telah memenuhi semua 
ketentuan Rencana Reklamasi sesuai dengan 
yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah 
Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi 
dan Pascatambang.PT Bhineka Bumi telah 
memenuhi unsur minimal yang harus dimuat 
di dalam Rencana Pascatambang.Rencana 
Reklamasi dan Rencana Pascatambang 
tersebut dituangkan dalam Dokumen 
Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - 
Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) 
Penambangan Pasir Besi.PT Bhineka 
Bumi sudah memperoleh persetujuan atas 
dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan 
(UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan 
(UPL) Penambangan Pasir Besi dengan 
Nomor 660.1/0133/37/2008 tanggal 4 Maret 
2008. Dokumen tersebut berisi tentang 
dampak lingkungan yang akan terjadi dari 
adanya pertambangan pasir besi, upaya 
pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya 
Pemantauan Lingkungan (UPL). Dokumen 
tersebut dijadikan sebagai dasar dalam 
pelaksanaan reklamasi dan pascatambang 
pada pertambangan pasir besi tersebut.
PT Bhineka Bumi merupakan contoh 
pelaku usaha pertambangan yang telah 
menerapkan rencana reklamasi dan 
pascatambang seperti yang diamanatkan 
oleh Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 
2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. 
Menurut keterangan Dinas Bina Marga 
Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya 
Mineral Kabupaten Cilacap, PT Bhineka 
Bumi telah menyediakan jaminan reklamasi 
sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta 
Rupiah). Menurut Bapak Kadarusman, Kepala 
Operasi Produksi PT Bhineka Bumi, sebelum 
PT Bhineka Bumi melakukan kegiatan 
pertambangan pasi besi di wilayah Desa 
Welahan Wetan, PT Bhineka Bumi melakukan 
pendekatan terhadap warga masyarakat yang 
berada di wilayah sekitar lokasi pertambangan. 
Pendekatan tersebut dilakukan sebagai salah 
satu cara penyampaian terhadap warga 
masyarakat bahwa PT Bhineka Bumi akan 
melakukan penambangan pasir besi di 
wilayah Desa Welahan Wetan, Kecamatan 
Adipala, Cilacap. Melalui pendekatan ini juga, 
warga masyarakat yang berada pada wilayah 
sekitar lokasi pertambangan menyampaikan 
keinginan mereka tentang program reklamasi 
dan pascatambang yang dilakukan oleh PT 
Bhineka Bumi. Warga meminta PT Bhineka 
Bumi untuk membuat lahan bekas lokasi 
tambang agar bisa dijadikan sebagai lahan 
untuk bercocok tanam.
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P e l a k s a n a a n  r e k l a m a s i  d a n 
pascatambang yang di lakukan oleh 
Bhineka Bumi merupakan salah satu contoh 
keberhasilan dari pelaku usaha pertambangan 
dalam melaksanaan kebijakan yang telah 
diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan 
Pascatambang. Berbeda dengan yang telah 
dilakukan oleh PT Bhineka Bumi, PT Mitra 
Handal Abadi yang juga memiliki wilayah 
operasi pertambangan di desa Welahan 
Wetan, Kecamatan Adipala, Cilacap memiliki 
beberapa kekurangan dalam pelaksanaan 
reklamasi dan pascatambang. 
PT Mitra Handal Abadi merupakan 
perusahaan pertambangan  pasir besi dengan 
luas wilayah Izin Usaha Pertambangan 
seluas 87 (delapan puluh tujuh) hektar di 
Desa welahan Wetan, Kecamatan Adipala, 
Cilacap. Jangka waktu berlakunya Izin Usaha 
Pertambangan PT Mitra Handal Abadi adalah 
selama 14 (empat belas) tahun, terhitung 
sejak 30 Juli 2009 hingga 30 Juli 2023. 
Dalam Izin Usaha Pertambangan yang 
dimiliki oleh PT Mitra Handal Abadi, terdapat 
hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. 
Kewajiban yang harus dilaksanakan antara 
lain adalah menyampaikan rencana reklamasi, 
menyampaikan rencana pascatambang, 
menempatkan jaminan penutupan tambang 
(sesuai umur tambang) dan menerapkan 
kaidah pertambangan yang baik. Unsur- unsur 
Rencana Pascatambang sesuai dengan 
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 48 Tahun 2010 tentang Reklamasi 
dan Pascatambang telah dilaksanakan oleh 
PT Mitra Handal Abadi. 
Berdasarkan data yang diperoleh, 
menunjukkan bahwa ada beberapa 
komponen dari Rencana Reklamasi dan 
Pascatambang yang terdapat dalam dokumen 
Upaya Pengelolaan Lingkungan- Upaya 
Pemanfaatan Lingkungan yang belum 
dilakukan oleh PT Mitra Handal Abadi. 
Rencana Reklamasi dan Pascatambang 
yang belum dilakukan adalah membuat 
papan peringatan tertulis, memindahkan 
tanah lapisan atas pada suatu tempat dan 
digunakan kembali untuk menutup tanah 
bekas penambangan pada lapisan atas, 
menutup bekas penambangan/ kolong pasir 
besi dengan pasir dan tanah penutup lapisan 
atas, dan menanami kembali lokasi bekas 
penambangan/ rehabilitas lahan/ revegetasi 
dengan tanaman sebelumnya.
 pengamatan di lapangan, wilayah usaha 
pertambangan pasir besi milik PT Mitra Handal 
Abadi tidak terdapat papan petunjuk yang 
mengisyaratkan bahwa di wilayah tersebut 
merupakan lokasi pertambangan pasir besi.
Terlebih lagi saat ini bekas pertambangan 
pasir besi yang dilakukan oleh PT Mitra 
Handal Abadi ditinggalkan begitu saja tanpa 
ada tanggung jawab dari pihak pelaku usaha 
pertambangan tersebut dan bergabung 
dengan lahan pertanian milik masyarakat.
Penambangan pasir besi yang dilakukan 
oleh PT Mitra Handal Abadi, menyisakan 
permasalahan. Permasalahan tersebut adalah 
munculnya lubang- lubang besar menyerupai 
kubangan sedalam kurang lebih 5 (lima) 
meter. Kubangan tersebut berada di 5 (lima) 
lokasi yang berbeda. Pada musim penghujan, 
kubangan tersebut akan menyerupai danau 
dan membahayakan bagi warga masyarakat 
sekitar yang melakukan aktivitas di dekat 
lokasi bekas lahan pertambangan tersebut. 
Lubang – lubang menyerupai kubangan 
tersebut muncul akibat pasca melakukan 
penambangan pasir besi, tidak ditutupnya 
bekas penambangan/ kolong pasir besi 
dengan pasir dan tanah penutup lapisan atas.
PT Mitra Handal Abadi sebagai pelaku 
usaha pertambangan tidak memiliki tanggung 
jawab untuk melaksanakan Rencana 
Reklamasi dan Pascatambang yang sudah 
disetujui sebelumnya. Pelaksanaan dari 
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 
2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang 
belum dilaksanakan oleh PT Mitra Handal 
Abadi. Selain itu, PT Mitra Handal Abadi 
juga tidak menanami kembali lokasi bekas 
penambangan/ rehabilitas lahan/ revegetasi 
dengan tanaman sebelumnya.
Berbeda dengan yang dilakukan oleh 
PT Bhineka Bumi, lahan bekas lokasi 
pertambangan pasir besi yang sudah selesai 
ditambang dapat langsung dimanfaatkan 
kembali untuk digunakan sebagai lahan 
bercocok tanam.Sedangkan lahan bekas 
lokasi pertambangan pasir besi yang sudah 
selesai ditambang oleh PT Mitra Handal 
Abadi, tidak bisa dimanfaatkan lagi karena 
berupa lubang besar dan dalam yang berisi 
air. Kubangan yang terbentuk membahayakan 
bagi masayarakat yang beraktivitas di 
sekitar wilayah bekas pertambangan karena 
berbatasan langsung dengan sawah dan 
lahan pertanian penduduk.
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2. Permasalahan- Permasalahan yang 
Terjadi dalam Pelaksanaan Reklamasi dan 
Pascatambang di Kabupaten Cilacap dan 
Cara Penyelesaiannya
Kegiatan pertambangan merupakan 
kegiatan yang kompleks dan sangat rumit, 
sarat resiko.Merupakan kegiatan usaha 
jangka panjang, melibatkan teknologi tinggi, 
padat modal, dan aturan regulasi yang 
dikeluarkan berasal dari berbagai sektor. 
Selain itu, kegiatan pertambangan mempunyai 
daya ubah lingkungan yang besar, sehingga 
memerlukan perencanaan total yang matang 
sejak tahap awal sampai dengan tahap 
reklamasi dan pascatambang. Sejak awal 
membuka tambang, harus sudah dipahami 
bagaimana menutup tambang, melakukan 
reklamasi tambang yang bersifat progresif, 
dan sesuai dengan rencana tata guna lahan 
pascatambang.
P e l a k s a n a a n  r e k l a m a s i  d a n 
pascatambang di lapangan terdapat banyak 
permasalahan yang terjadi.permasalahan- 
permasalahan yang terjadi diantaranya 
sebagai berikut:
1) Pelaku Usaha Tidak Berpikir secara 
Jangka Panjang
Berdasarkan peraturan- peraturan 
yang muncul akibat implementasi dari 
Pasal 102 dan Pasal 103 Undang- 
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara, 
mewajibkan bagi pemegang IUP dan 
IUPK untuk mengolah dan melakukan 
pemurnian hasil tambang di dalam negeri 
dengan membangun smelter (pemurnian) 
atau bergabung dengan perusahaan lainj 
dalam negeri yang memiliki smelter. 
Adanya kewajiban untuk melaksanakan 
kewajiban kebijakan peningkatan nilai 
tambah melalui kegiatan pengolahan dan 
pemurnian tersebut membuat beberapa 
pelaku usaha merasa tidak sanggup 
untuk memenuhi kebijakan tersebut. 
Beberapa pelaku usaha pertambangan 
memilih untuk tidak melanjutkan proses 
pertambangan pasir besi lagi. Hasilnya 
adalah lahan- lahan bekas tambang pasir 
besi yang sudah digali ditinggalkan begitu 
saja.Para pelaku usaha tersebut merasa 
dirugikan sehingga tidak memenuhi 
kewajiban melakukan reklamasi dan 
pascatambang seperti yang telah 
diperjanjikan sebelumnya. Mereka 
hanya memikirkan tentang profit atau 
keuntungan, tetapi tidak memikirkan 
mengenai hal- hal yang tidak diinginkan 
di masa yang akan datang.
2) Belum Semua Lahan Bekas Tambang 
Pasir Besi Direklamasi oleh Pelaku Usaha
Para pelaku usaha pertambangan 
pasir besi diwajibkan untuk memiliki Izin 
Usaha Pertambangan (IUP) dan wajib 
untuk menyusun rencana reklamasi 
dan pascatambang yang tertuang di 
dalam dokumen Upaya Pengelolaan 
Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan 
Lingkungan (UPL) Penambangan Pasir 
Besi.Dalam IUP dan dokumen UKL – 
UPL Penambangan Pasir Besi tersebut 
terdapat hak dan kewajiban bagi pelaku 
usaha untuk melakukan reklamasi dan 
pascatambang.Namun pada prakteknya 
di lapangan, masih ada pelaku usaha 
yang belum melaksanakan kewajiban 
reklamasi dan pascatambang.Pelaku 
usaha pertambangan yang belum 
melaksanakan kewajiban reklamasi 
dan pascatambang dikarenakan pelaku 
usaha yang tidak bertanggungjawab.
Lahan- lahan bekas tambang pasir besi 
dibiarkan hingga menimbulkan lubang 
besar, ditambah dengan pipa- pipa 
yang terbengkalai mengganggu aktivitas 
penduduk yang ada di sekitar lokasi 
pertambangan.
3) Tidak Dipatuhinya Peraturan tentang 
Pertambangan oleh Pelaku Usaha
Peraturan Pemerintah Nomor 
78 Tahun 2010 tentang Reklamasi 
dan Pascatambang telah mengatur 
secara rinci mengenai kewajiban bagi 
para pelaku usaha pertambangan 
untuk melaksanakan reklamasi dan 
pascatambang.AdanyaPeraturan Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 
7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 
Reklamasi dan Pascatambang pada 
Keg ia tan  Usaha Per tambangan 
Mineral dan Batubara.Kedua peraturan 
tersebut menjadi salah satu dasar 
bagi para pelaku usaha pertambangan 
untuk melaksanakan tata laksana 
pertambangan yang baik (Good Mining 
Practice).Namun sayangnya, belum 
semua pelaku usaha pertambangan 
melaksanakan ketentuan tersebut.Para 
pelaku usaha pertambangan masih 
mengabaikan ketentuan yang terdapat 
dalam peraturan- peraturan tentang 
pertambangan, khususnya peraturan 
tentang reklamasi dan pascatambang.
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4. Kurang Profesionalnya Pelaku Usaha 
dalam Pengelolaan Pertambangan
Dalam pengelolaan pertambangan 
pasir besi di Kabupaten Cilacap, masing- 
masing pelaku usaha hanya mementingkan 
keuntungan semata.Masih banyak pelaku 
usaha yang menghiraukan peraturan- 
peraturan pertambangan yang ada.Salah 
satu kerugian yang ditimbulkan akibat kurang 
profesionalnya pelaku usaha adalah tidak 
dilaksanakannya aturan tentang reklamasi 
dan pascatambang.Apabila para pelaku usaha 
bersikap professional dan bertanggungjawab, 
tentu saja sudah memikirkan tahapan 
pertambangan yang harus dijalani. Dan tidak 
akan meninggalkan lokasi pertambangan 
dengan kondisi lubang- lubang besar seperti 
kubangan akibat tidak adanya dana yang 
dapat digunakan untuk melakukan reklamasi 
dan pascatambang.
5. Kurangnya Tenaga Teknis di Bidang 
Pertambangan yang Dimiliki  oleh 
Perusahaan Tambang
Kurangnya tenaga teknis di bidang 
pertambangan membuat pelaksaan reklamasi 
dan pascatambang pada pertambangan 
pasir besi tidak berjalan maksimal.Tenaga 
teknis dibutuhkan sebagai kontrol terhadap 
pelaku usaha agar tetap sesuai dengan 
koridor aturan yang berlaku.Apabila terdapat 
tenaga teknis, maka pelaksanaan reklamasi 
dan pascatambang dapat berjalan sesuai 
dengan yang diperjanjikan dalam dokumen 
Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - 
Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) 
Penambangan Pasir Besi.
Permasalahan- permasalahan yang 
terjadi dalam pelaksanaan reklamasi dan 
pascatambang memang menimbulkan 
banyak kerugian.Peran pemerintah dalam 
hal ini sangat dibutuhkan untuk melakukan 
pengawasan terhadap kegiatan pelaku usaha 
pertambangan yang dianggap merugikan dan 
tidak sesuai dengan koridor peraturan yang 
berlaku.Pihak pemerintah Kabupaten Cilacap 
juga tidak menutup mata terkait permasalahan 
yang terjadi dalam pelaksanaan reklamasi 
dan pascatambang.Cara- cara yang ditempuh 
guna menyelesaikan permasalahan dalam 
pelaksanaan reklamasi dan pascatambang 
pada pertambangan pasir besi di Kabupaten 
Cilacap sebagai berikut:
1. Melakukan Koordinasi dengan Stake-
holder
 Rapat perlu dilakukan guna membahas 
tindak lanjut yang harus dilakukan 
terhadap pelaku usaha yang tidak 
melaksanakan peraturan, khususnya 
tentang pelaksanaan reklamasi dan 
pascatambang.Penyatuan pemikiran 
antar stakeholderdalam bentuk rapat 
koordinasi diharapkan dapat membuat 
jajaran stakeholder ini saling bersinergi 
untuk menegakkan aturan terkait 
reklamasi dan pascatambang terhadap 
para pelaku usaha pertambangan pasir 
besi yang melalaikam kewajibannya.
2. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan 
Secara Rutin dan Berkala, Ditindaklanjuti 
dengan Surat Tindak Lanjut Hasil Inspeksi
Pembinaan dan pengawasan 
dilakukan agar pelaku usaha tetap 
dalam koridor aturan yang berlaku 
dalam melaksanakan kegitan reklamasi 
dan pascatambang.Pihak pemerintah 
Kabupaten Cilacap, melalui Dinas Bina 
Marga Sumber Daya Air dan Energi 
Sumber Daya Mineral tidak hanya 
berdiam ketika terdapat pelaku usaha 
yang tidak melaksanakan peraturan 
tentang pertambangan. PT Mitra Handal 
Abadi yang tidak melaksanakan reklamasi 
dan pascatambang sudah beberapa kali 
diberi surat peringatan baik dari Kepala 
Desa Welahan Wetan, maupun melalui 
Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan 
Energi Sumber Daya Mineral dan Komisi 
I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Cilacap.
3. Melakukan Pemantauan Perkembangan 
Kemajuan Reklamasi di Lapangan
Pemantauan di lakukan t idak 
hanya bagi pelaku usaha yang tidak 
bertanggungjawab, tetapi dilakukan 
te rhadap  semua pe laku  usaha 
pertambangan pasir besi yang melakukan 
operasi produksi di wilayah Kabupaten 
Cilacap.Hal ini dilakukan agar tidak ada 
lagi pelaku usaha yang lari dari tanggung 
jawab untuk melakukan reklamasi 
dan pascatambang terhadap lahan 
pertambangan yang sudah selesai 
dieksplorasi.
4. Pembentukan Tim Reklamasi Usaha 
Pertambangan
Tim reklamasi usaha pertambangan 
dibentuk menurut Surat Keputusan Bupati 
Cilacap. Tim ini memiliki tugas antara lain 
adalah melakukan pemantauan terhadap 
pelaku usaha pertambangan pasir besi 
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khususnya terkait pelaksanaan reklamasi 
dan pascatambang, memberikan teguran 
baik secara lisan maupun melalui surat 
peringatan terhadap pelaku usaha 
pertambangan pasir besi. 
D. Kesimpulan
Penul is  menar ik  kesimpulan bahwa 
pelaksanaan reklamasi dan pascatambang 
pada pertambangan pasir besi di Kabupaten 
Ci lacap telah sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 
tentang Reklamasi dan Pascatambang tentang 
Reklamasi dan Pascatambang.Diantara 2 (dua) 
perusahaan, yaitu PT Bhineka Bumi dan PT Mitra 
Handal Abadi, terdapat perbedaan.PT Bhineka 
Bumi merupakan contoh pelaku usaha yang 
sudah melaksanakan program reklamasi dan 
pascatambang berdasarkan ketentuan Peraturan 
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang 
Reklamasi dan Pascatambang.Lahan bekas 
tambang pasir besi yang dieksplorasi oleh PT 
Bhineka Bumi dapat dimanfaatkan kembali oleh 
masyarakat yang ada di sekitar lingkar tambang 
pasir besi. Berbeda dengan pelaku usaha yang 
lain, yaitu PT Mitra Handal Abadi yang belum 
melaksanakan reklamasi dan pascatambang. 
Masih ada beberapa komponen ketentuan yang 
terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 
Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang 
dan Dokumen UKL-UPL yang belum dilaksanakan.
E. Saran
Diharapkan agar para pelaku usaha di 
bidang pertambangan dapat melaksanakan 
seluruh ketentuan yang terdapat dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang 
Reklamasi dan Pascatambang sehingga isu 
kerusakan lingkungan yang terjadi sebagai 
akibat dari adanya aktivitas pertambangan dapat 
diminimalisasi. Selain itu, adanya peningkatan 
pengawasan dari segala pihak diperlukan agar 
pelaku usaha pertambangan melaksanakan 
tanggung jawabnya, yaitu melaksanakan reklamasi 
dan pascatambang.
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